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PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 09 Desember 1956,

agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxxx  xxx,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  KAB.

GORONTALO UTARA, sebagai Pemohon;

Dalam  hal  ini  memberi  kuasa  kepada

Muhammad  Riedhoepi  Sagita,  S.H,  Advokat/

Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Dr. H.

Umar  Sidiki,  Kelurahan  Wongkaditi  Timur,

Kecamatan  Kota  Utara,  xxxx  xxxxxxxxx

berdasarkan suarat kuasa tanggal 9 September

2022  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Gorontalo  tanggal  13

September 2022 Nomor 225/SK/KP/CT/2022; 

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Desa Limba B, 19 Januari 1959,

agama  Islam,  pekerjaan  Pensiunan  PNS,

pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di  KOTA

BARAT, , sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

02  September  2022 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Gorontalo pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  513/Pdt.G/

2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  29  April  1979,  Pemohon  dan  Termohon  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  Kabupaten

Gorontalo,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  II/II/IV-I/1979,

tertanggal 30 Mei 1979;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  bersama

dirumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah

orang  tua  Termohon  sampai  pisah  dan  sudah  di  karuniai  2  anak  yang

bernama : 

1) Anak, usia 41 tahun;  

2) Anak usia 35 tahun;  

3. Bahwa sejak tahun1990 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

mulai tidak harmonis disebabkan karena: 

1) Termohon  sering  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.

Termohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan

cara memukul Pemohon dengan perabotan rumah tangga;  

2) Termohon  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena

Termohon sedang marah;  

3) Termohon  sering  menuduh  Pemohon  berselingkuh  dengan

perempuan lain;  

4. Bahwa puncaknya pada tahun 1991 terjadi pertengkaran masalah yang

sama kemudian Termohon mengusir Pemohon, sehingga Pemohon pergi

meninggalkan Termohon dan tinggal  di  rumah Paman Pemohon selama

kurang  lebih  31  tahun  hingga  sekarang,  selama  itu  antara  Pemohon

dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin 

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
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kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Gorontalo  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;  

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Gorontalo cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;  

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

 Subsider:

Jika  Pengadilan  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan  Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan  Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)

513/Pdt.G/2022/PA  Gtlo  tanggal  8  September  2022  yang  dibacakan  di

persidangan,   Termohon telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,  sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya   Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;

       Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

       Bahwa  majelis  hakim  telah  menasehati  Pemohon agar  berpikir

untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan alat bukti  surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: II/II/IV-

I/1979, tertanggal 30 Mei 1979 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Kwandang,  Kabupaten  Gorontalo,

telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat,  Pemohon juga mengajukan

alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

1. Saksi I, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan

keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

  Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  karena  Pemohon  adalah

keponakan saksi;

--------Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak;

--------------Bahwa setahu saksi sejak tahun 1990 antara Pemohon dengan

Termohon tidak harmonis;

- - -Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

disebabkan  karena  Termohon  melakukan  tindakan  kekerasan  dalam

rumah tangga dengan cara memukul Pemohon dengan perabotan rumah

tangga;

-------Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga

disebabkab karena  Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh

dengan perempuan lain;

- Bahwa pada tahun 1991 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi

pertengkaran saat itu Termohon mengusir Pemohon;

- -bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon

sudah  pisah  tempat  tinggal  dan  tidak  saling  memperdulikan  lagi

sekarang sudah berlangsung selama 31 tahun lamanya;

 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling

memperdulikan lagi;
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2. Saksi  2, yang  telah  didengar  keterangannya  di  bawah  sumpah  dan

memberikan  keterangan  secara  lisan  dalam  persidangan,  yang  pada

pokoknya sebagai berikut: 

  Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar

saksi;

--------Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak;

--------------Bahwa setahu saksi sejak tahun 1990 antara Pemohon dengan

Termohon tidak harmonis;

- - -Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

disebabkan  karena  Termohon  melakukan  tindakan  kekerasan  dalam

rumah tangga dengan cara memukul Pemohon;

-------Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga

disebabkab karena  Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh

dengan perempuan lain;

- Bahwa pada tahun 1991 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi

pertengkaran saat itu Termohon mengusir Pemohon;

- -bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon

sudah  pisah  tempat  tinggal  dan  tidak  saling  memperdulikan  lagi

sekarang sudah berlangsung selama 31 tahun lamanya;

  Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak

saling memperdulikan lagi;

       Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang

pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya

mohon putusan; 

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan,  cukuplah  Pengadilan

menunjuk kepada berita acara perkara ini,  yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari

dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir

sebagai  wakilnya  atau  kuasanya  meskipun  Pengadilan  telah  memanggil

Termohon  secara  resmi  yakni  dipanggil  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan

Agama Pinrang Juga Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata

bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga

harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir; 

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  karena  Termohon  tidak  hadir  di

persidangan,  hal  ini  sesuai  dengan  maksud  pasal  7  ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah Agung Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses

Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan

perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah

tangga  dengan tergugat  secara  mu’asyarah bil  ma’ruf namun tidak  berhasil

karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis   Hakim   mempertimbangkan

terlebih  dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legal

standing) dalam perkara ini. 

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan  dalil  tersebut  Pemohon telah

mengajukan  alat  bukti  surat  (P)  berupa  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  II/II/IV-

I/1979, tertanggal 30 Mei 1979 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  bukti  (P)  tersebut  terbukti  bahwa

Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah  yang  menikah  pada

tanggal  29 April 1979  dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan

demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam

perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup

alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga

sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974
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tentang  Perkawinan,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah

gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  cerai  talak

dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon

sering  bertengkar  sejak  tahun  1991.  Perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon melakukan tindakan

kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  cara  memukul  Pemohon  dengan

perabotan  rumah  tangga. Pertengkaran  Pemohon  dengan  Termohon  juga

disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan

perempuan lain. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan

Termohon telah pisah tempat tinggal selama 31 tahun hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  didasarkan  pada  alasan

perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan  jo.  pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang

menyatakan bahwa antara suami istri  terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  permohonan  Pemohon

didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar

keterangan orang yang dekat  dengan kedua belah pihak, sesuai   ketentuan

pasal  22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I yang

merupakan paman Pemohon, sedangkan saksi kedua Saksi II merupakan ipar

Pemohon;

Menimbang.  Bahwa  berdasarkan  bukti  P  dan  keterangan  saksi-saksi

tersebut  di  atas  maka  Majelis  Hakim  telah  dapat  menemukan  fakta  hukum

dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri pernah tinggal

bersama dan telah dikaruniai;

- Bahwa  sejak  tahun  1991 antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

--Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena

Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

-----Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena

Termohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara

memukul Pemohon;

----------------------Bahwa Termohon mengusir Pemohon, sehingga Pemohon pergi

meninggalkan  Termohon  dan  tinggal  di  rumah  Paman  Pemohon  selama

kurang lebih 31 tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dengan

Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

--------Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut antara

Pemohon dengan Termohon telah  pisah tempat  tinggal  sejak  tahun 1991

hingga sekarang;

--------Bahwa  selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon

tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang,  bahwa  dengan  terjadinya  pertengkaran  dan  perselisihan

dan tidak adanya saling menghargai antara satu dengan lainnya, maka kedua

belah  pihak  akan  semakin  sulit  untuk  merajut  kembali  rumah  tangga  yang

bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling

percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami

isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan

lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  pasal  77  ayat  (2)  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian  rupa  adalah  sia-sia  belaka,  bahkan  apabila  keadaannya  seperti

sekarang  ini  dipaksakan  atau  dibiarkan  maka  justru  akan  menimbulkan

mudharat  dan penderitaan lahir  batin  yang berkepanjangan bagi   Pemohon,
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sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga  Pemohon

dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang,  bahwa dari  fakta-fakta yang telah terurai  di  atas,  alasan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39

ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang

disebutkan  bahwa  “Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,

bahwa antara  suami  isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami

isteri”,   jo. pasal 19 huruf  (f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo.

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian

dapat  terjadi  karena  alasan  “Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga.”

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengemukakan  firman  Allah

dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 :

عليم       سميع الله فإن الطلق عزموا وإن

Artinya;  “Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati)  untuk  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

oleh  karenanya  tuntutan  Pemohon  sebagaimana  petitum  angka  dua  agar

Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  hadirnya  Termohon  yang  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap  di  depan  persidangan,

sedangkan  permohonan  Pemohon  telah  pula  terbukti  berdasarkan  hukum,

maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  149  RBg. permohonan  Pemohon  dapat

dikabulkan secara verstek. 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  maksud  pasal  84  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  direvisi
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

tahun  2009  dinyatakan,  bahwa  Panitera  atau  Pejabat  Pengadilan  wajib

mengirimkan salinan penetapan ikrar  talak  kepada Pegawai  Pencatat  Nikah

wilayah  tempat  tinggal  pemohon  dan  Termohon  serta  wilayah  tempat

perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan

perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam

titel  mengadili,  vide  pasal  89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat  segala  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang

berlaku serta hukum  syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Gorontalo;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp385.000,00 ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Gorontalo pada  hari  Selasa  tanggal  13  September  2022 Masehi

bertepatan dengan tanggal  16 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin,

M.H sebagai  Ketua  Majelis,  Hadrawati,  S.Ag.,  M.HI  dan  Drs.  Muh.  Hamka

Musa,  MH, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim Anggota  tersebut,  dan didampingi  oleh  Dra.  Hj.

Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.
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Hakim Anggota 

Hadrawati, S.Ag., M.HI

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursidin, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 60.000,00

-  Panggilan : Rp 255.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10  .000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H
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